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Oleh 

 

 

SUCI INDAH LESTARI 

 

 

Ekspor memungkinkan peningkatan jumlah produksi negara dan devisa yang 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka, beberapa produk 

ekspor Indonesia yang terancam diblokade oleh UEA akibat ketidaksepaham tentang 

standar halal produk merupakan hambatan perdagangan yang mengancam performa 

ekspor tanah air ke UEA. Pemerintah Indonesia melalui KAN melakukan pendekatan 

dan bernegoisasi ke ESMA (UEA) yang mana keduanya sepakat meneken MoU kerja 

sama di bidang akreditasi halal pada tahun 2018. Analisis skripsi ini dilakukan 

menggunakan teori implementasi, konsep kerja sama internasional, dan teori 

perdagangan internasional yang mencakup juga konsep standardisasi perdagangan. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kajian dokumen, sementara teknis analisis data 

menggunakan analisis isi yang mengacu pada proses mengklasifikasikan, meringkas 

dan tabulasi data. Hasil penelitian ini adalah seluruh 6 mekanisme MoU di bidang kerja 

sama akreditasi halal telah diimplementasikan sesuai prosedur yang disepakati bersama 

dan mencapai kesepahaman akreditasi halal melalui LSH Indonesia yang diakui 

ESMA. Namun pelaksanaan MoU belum memberikan kontribusi secara maksimum 

dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA karena adanya faktor-faktor lain 

seperti kurangnya promosi dan informasi tentang kebutuhan atau tren pasar UEA 

sehingga ekspor Indonesia ke UEA terus mengalami penurunan setelah sempat satu 

kali naik di tahun 2019. Nilai ekspor untuk keseluruhan tahun pada periode 2018-2021 

lebih kecil dari pada impornya sehingga neraca perdagangan Indonesia-UEA defisit. 

 

Kata Kunci: Akreditasi, Halal, Implementasi, ESMA, KAN, Standardisasi  
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ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

(MOU) FOR COOPERATION IN HALAL ACCREDITATION BETWEEN 

ESMA AND KAN IN INDONESIA'S TRADE RELATIONSHIP WITH THE 

UAE YEAR 2018 

 

 

 

By 

 

 

SUCI INDAH LESTARI 

 

 

Exports enable an increase in the country's production and foreign exchange which 

contributes to a country's economic growth. Thus, several Indonesian export products 

that were threatened with a blockade by the UAE market due to disagreements about 

product halal standards as trade barriers were the reason for the initiation of the 

Indonesian Government through KAN to approach and negotiate the ESMA (UAE). 

ESMA and KAN then agreed to sign a MoU for cooperation in the field of halal 

accreditation year 2018. The analysis of this thesis used implementation theory, 

international cooperation concept, and international trade theory which also includes 

the concept of trade standardization. This type of research is descriptive qualitative 

using secondary data. The data collection technique used document analysis while the 

data analysis technique used content analysis which refers to the process of classifying, 

summarizing and tabulating data. The results of this study are all 6 MoU mechanisms 

in halal accreditation cooperation have been carried out according to mutually agreed 

procedures and an understanding of halal accreditation. It has been reached through 

LSH Indonesia which is recognized by ESMA. However, the implementation of the 

MoU has not contributed maximally to Indonesia's trade relations with the UAE due to 

other factors such as lack of promotion and information about the needs or trends of 

the UAE market so that Indonesian exports to the UAE continue to decline after having 

increased once in 2019. The value of exports throughout the year in the 2018-2021 

period is smaller than imports so that Indonesia-UAE trade balance deficit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Keterbukaan dan ketergantungan di antara negara semakin nyata sejak 

terjadinya proses perpindahan, transformasi, dan interaksi antar unit di era 

globalisasi yang dimulai pada akhir abad ke-19 hingga memasuki awal abad ke-

20. Negara lalu berlomba untuk melakukan kerja sama lintas negara dalam rangka 

memenuhi kepentingan nasionalnya. Inisiasi kerja sama tersebut dilatarbelakangi 

oleh adanya kebutuhan domestik dan internasional negara. Sama halnya seperti 

manusia sebagai makhluk sosial atau selalu membutuhkan orang lain untuk 

bertahap hidup, negara juga memerlukan bantuan negara lain untuk mencapai 

tujuannya meskipun negara merasa mampu mengembangkan dan memberdayakan 

sumber dayanya secara mandiri atau self-help. Gambaran negara sebagai cerminan 

sifat manusia ini dalam pandangan Realisme didefinisikan sebagai negara yang 

bersifat egois, anarkis, dan tidak percaya pada siapa pun (Bartelson, 2000; 

Jackson & Sorensen, 2007).  

Akan tetapi negara tidak secara terbuka mengungkapkan maksud dan 

tujuan sebenarnya dalam meminta dukungan negara lain sesuai pandangan 

Liberalisme, melainkan melalui pendekatan politis berdasarkan manfaat untuk 

semua atau positive-sum game yang tetap memprioritaskan kepentingan nasional 

masing-masing negara (Burchil, 2005). Kerja sama antar negara sebagai kebijakan 

globalisasi ini telah membuka peluang investasi dan mendorong kawasan 

perdagangan baru pasca reformasi sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang tadinya 

tertutup menjadi sistem ekonomi terbuka memacu pengembangan ekspansi pasar 

(Hillman, dkk, 2008).  
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Pasar yang dimaksud mengacu pada suatu wilayah atau negara di tingkat 

internasional atau global. Ekspansi atau perluasan pasar ini merupakan daya tarik 

utama dalam liberalisasi perdagangan untuk mencapai tujuan nasional dan juga 

meningkatkan keuntungan negara. Oleh karena itu, negara berkompetisi dalam 

menggali dan memperkuat potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk 

menunjang produk ekspornya bisa masuk dan diterima di pasar baru atau disebut 

pasar non-tardisional. Hal ini penting dalam pelaksanaan kegiatan ekspor-impor 

dengan negara lain sehingga negara saling memenuhi kebutuhan satu sama lain 

dan secara ekonomi lebih menguntungkan dengan mengetahui keunggulan 

komparatif atau comparative advantage dan atau keunggulan mutlak atau 

absolute advantage yang dimiliki produknya. Singkatnya adalah negara yang 

menghasilkan barang lebih murah daripada yang diproduksi negara lain disebut 

keunggulan komparatif, sementara keunggulan absolut merupakan kemampuan 

produksi yang kuantitasnya dimenangkan suatu negara secara mutlak (Hillman, 

dkk, 2008; Anderson, 1995; Sukirno, 2011).  

Keunggulan komparatif ini biasa disebut juga dengan spesialisasi negara 

atau terkait kebijakan diversifikasi komoditas ke pasar tujuan tertentu. Negara-

negara kawasan Timur Tengah termasuk UEA sangat membutuhkan hasil 

produksi berupa kayu dan produk olahan kayu, biji besi, spare part otomotif, 

tekstil dan pakaian jadi, sayur-sayuran, serta bahan-bahan makanan lainnya (PPEI, 

2021), yang mana komoditas-komoditas tersebut bukan merupakan spesialisasi 

kawasan tersebut. Maka UEA membutuhkan eksportir dari negara lain yang dapat 

memenuhi kebutuhan dalam negeri tersebut. Indonesia dipandang UEA dalam 

persoalan ini sebagai salah satu mitra dagang menjanjikan mengingat Indonesia 

dan UEA juga sudah menjalin hubungan baik sejak tahun 1976 sekaligus sama-

sama memiliki komunitas muslim terbesar. Selain itu, Indonesia memiliki 

kapabilitas, sumber daya, dan posisi strategis dalam sistem internasional sehingga 

menarik banyak pihak untuk menjalin kerja sama bilateral dan atau multilateral 

karena letak geografis Indonesia berada pada titik silang jalur lalu lintas pelayaran 

dan perdagangan dunia, yakni di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, 

serta Benua Asia dan Benua Australia (Kemlu RI, 2022).  
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Posisi strategis ini menjadikan Indonesia sebagai aktor penting yang dapat 

menghubungkan UEA dengan kegiatan perekonomian dunia. Maka dengan kata 

lain, hubungan perdagangan antarnegara dengan Indonesia merupakan pilihan 

bijak bagi UEA dengan peluang-peluang pemenuhan kebutuhan domestik dan 

meningkat perekonomian keduanya termasuk mendatangkan investasi yang 

berguna dalam mengkatalisasi pertumbuhan ekonomi (BKPM, 2022; BUMN, 

2021). Proses dalam kerja sama internasional ini berujung pada kontribusi 

terhadap pembangunan perekonomian negara yang mana meminimalisir bahkan 

menghilangkan hambatan dalam perdagangan merupakan upaya yang ditekankan 

dalam suatu kerja sama ekonomi khususnya dalam kerja sama perdagangan 

(Mas’oed, 2008).  

Hal ini dialami Indonesia dalam usahanya melalui pendekatan politis 

kepada Uni Emirat Arab (UAE) karena produk pangan Indonesia terancam 

diblokade masuk ke pasar UAE akibat terkendala dengan persyaratan wajib 

standardisasi perdagangannya. UEA sendiri merupakan negara persatuan dari 7 

kerajaan atau emirates yang kaya minyak bumi mencakup Abu Dhabi, Dubai, 

Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah dan Umm al-Qaiwain. Adapun 

sertifikat halal harus diterbitkan dan diperoleh dari Lembaga Sertifikasi yang 

terakreditasi oleh badan akreditasi dan diakui oleh Emirates Authority for 

Standardization and Metrology atau ESMA dari pihak UAE. ESMA bisa diartikan 

sebagai delegasi dari ketujuh emirates UEA yang menyatukan keinginan dan 

mencapai kesepahaman di antara mereka terkait penetapan standardisasi 

perdagangan. Maka, permasalahan di antara Indonesia-UEA adalah persoalan 

pemahaman standar halal dalam produk perdagangan. Adapun respon Indonesia 

dalam mengantisipasi hambatan perdagangan ini sekaligus sebagai upaya 

penetrasi ekspor ke Timur Tengah melalui pasar UEA (Kemlu RI, 2022; KAN 

Indonesia, 2018). Namun poin pentingnya terletak pada tidak boleh adanya 

hambatan perdagangan terutama pada pusaran perdagangan bebas yang dipandang 

dari sisi Hubungan Internasional (Samuelson, 1973). Hambatan dalam 

standardisasi perdagangan UEA menyangkut akreditasi halal bersertifikasi tentu 

meresahkan Pemerintah Indonesia karena volume eskpor dan impor perdagangan 

Indonesia ke UAE lebih besar dibandingkan hubungan sebaliknya (WITS, 2022).  
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Ekspor yang lebih besar daripada impor berarti menghasilkan keuntungan 

bagi negara dari pelaksanaan kegiatan perdagangan dengan mitra dagangnya. 

Sementara, impor yang lebih besar dari pada ekspor akan membuat neraca 

perdagangan negara dengan mitra negaranya negatif atau defisit sehingga berarti 

negara tersebut merugi akibat kurang memaksimalkan ekspornya ke pasar tujuan 

(Samuelson, 1973; Rugman & Hodgetts, 2002). Maka dalam kasus standardisasi 

perdagangan UEA yang mengancam produk Indonesia ini, Indonesia terancam 

kehilangan pasarnya di kawasan Timur Tengah untuk beberapa produk ekspor 

yang diblokade oleh UEA. Hal ini karena bukan saja ekspor Indonesia yang besar 

ke pasar UEA tetapi juga impor UEA dari Indonesia lebih besar dibandingkan 

ekspornya ke Indonesia seperti yang tergambar dalam total ekspor-impor 

Indonesia-UAE dan UAE-Indonesia pada grafik 1.1.1 di bawah ini; 

 

 
 

Grafik 1.1.1 Total Ekspor dan Impor Indonesia-UAE dan UAE-Indonesia     

Tahun 2013-2017 
Sumber: World Integrated Trade System (WITS), World Bank, 2022. 

  

Ekspor Indonesia ke UAE memiliki nilai yang fluktuatif seperti 

ditunjukkan dalam grafik 1.1.1. Padahal peningkatan drastis terjadi pada tahun 

2014 dengan meningkat sebesar 36, 5% atau sebesar 914 juta US$ namun 

kemudian diikuti dengan penurunan yang relatif optimal sebanyak 576, 7 juta US$ 

atau 23% pada tahun 2015, dan turun lagi sebanyak 314,2 juta US$ atau sebesar 

16,3% pada tahun 2016.  
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Pada akhir periode 2017, terjadi peningkatan kembali pada ekspor 

Indonesia ke UAE sebesar 17,9 juta atau 1,1%. Maka dengan kata lain, hambatan 

pada standardisasi perdagangan yang menyandung produk Indonesia tidak hanya 

berdampak pada penurunan ekspor ke UEA tetapi juga impor yang meningkat 

39% atau sebesar 873, 1 juta US$ pada tahun 2017. Meskipun begitu, ekspor 

Indonesia bernilai 4 sampai hampir 10 kali lebih besar dibandingkan ekspor UEA 

ke tanah air yang berarti bahwa pasar produk ekspor Indonesia di UEA sangat 

besar daripada sebaliknya. Hal ini diperkuat dengan impor UEA yang juga lebih 

besar 4-9 kali lipat lebih besar dibandingkan ekspornya. Ekspor yang lebih kecil 

dibandingkan impornya dan atau penurunan ekspor dari tahun sebelumnya tidak 

menutupi angka ekspor awal, maka berpengaruh terhadap neraca perdagangan 

suatu negara dengan negara lain. Hal ini yang terjadi pada neraca perdagangan 

Indonesia-UEA yang negatif tahun 2013 dan 2017 karena impornya lebih besar 

daripada ekspornya seperti yang terlihat dalam grafik 1.2 di bawah ini; 

 

 

Grafik 1.1.2 Neraca Perdagangan (Trade Balance) Indonesia-UAE dan                    

UAE-Indonesia Tahun 2013-2017 
Sumber: World Integrated Trade System (WITS), World Bank, 2022. 

 

Neraca perdagangan Indonesia-UEA mengalami defisit 2 kali pada tahun 

2013 dengan minus 2,2 miliar US$ dan minus 5,5 miliar US$ tahun 2017. Pada 

periode 2014-2016, neraca perdagangan Indonesia-UEA positif namun dengan 

tren penurunan. Sedangkan neraca perdagangan UEA-Indonesia hanya sekali 
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positif pada periode 2013-2017, yaitu senilai 13 miliar US$ pada tahun 2013 

sementara neraca perdagangannya hingga akhir periode tahun 2017 adalah negatif 

atau defisit yang puncaknya mencapai minus 8,6 Miliar pada tahun 2016. Neraca 

perdagangan yang defisit ini tidak hanya menandakan bahwa pendapatan negara 

juga berkurang tetapi juga terkait dengan pengeluaran negara dalam hal impor 

yang mempengaruhi pertumbuhan negara terhadap mitra dagangnya. 

Pertumbuhan negara atau country growth merupakan persentase yang dihitung 

berdasarkan perbandingan Gross Domestic Product (GDP) dan populasi negara 

untuk setiap tahunnya (WITS; 2022). Berikut pertumbuhan negara Indonesia 

terhadap UEA dan sebaliknya pada tahun 2013-2017 pada grafik 1.1.3 di bawah 

ini; 

 

 

Grafik 1.1.3 Pertumbuhan Negara (Country Growth) Indonesia-UEA dan 

UEA-Indonesia Tahun 2013-2017 
Sumber: World Integrated Trade System (WITS), World Bank, 2022. 

 

Grafik 1.1.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan negara Indonesia terhadap 

UEA naik turun dengan dominasi negatif atau minus di atas 7% pada tahun 2013, 
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Tengah ini positif dengan bernilai di atas 10% dan pada puncaknya di angka 
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pada tahun 2017, sedangkan untuk periode 2014-2016 memiliki nilai negatif di 

atas 1% hingga pernah minus 12,07% pada pertengahan periode tahun 2013-2017.  

Penurunan ekspor, neraca perdagangan yang defisit, dan persentase 

pertumbuhan negara yang minus tentu merupakan permasalahan yang mengancam 

keberlangsungan hubungan perdagangan Indonesia dan UEA. Meskipun UEA 

bukan mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok 

(WITS, 2022). Akan tetapi menggali potensi di pasar baru yang potensial seperti 

UEA merupakan pelaksanaan kebijakan sesuai yang diinstruksikan Presiden Joko 

Widodo pada periode pertama kepemimpinannya di tahun 2017 kepada Mantan 

Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita. Meskipun konsen Presiden Jokowi 

untuk menggali potensi pasar non-tradisional secara terus menerus dengan tetap 

menjaga akses pasar tradisional sudah diutarakan sejak tahun 2015 (Setkab RI, 

2015; Amindoni, 2015; Aisyah, 2019).  

Maka dengan kata lain, permasalahan yang dialami Indonesia dengan 

UEA tidak hanya soal hambatan perdagangan melainkan pula menindaklanjuti 

fokus perdagangan Indonesia terhadap peluang pasar baru. Oleh karena itu, 

Pemerintah Indonesia melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan 

negosiasi dengan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang diwakili oleh 

Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) untuk 

menciptakan suatu kesepahaman tentang standar halal bagi kedua negara guna 

mempermudah produk ekspor Indonesia masuk ke salah satu pasar di Kawasan 

Timur Tengah ini. Adapun produk ekspor Indonesia yang terganjal oleh akreditasi 

halal UEA digolongkan ‘komoditas jadi’ atau sudah siap konsumsi, meliputi 

biskuit, mi instan, produk olahan daging, permen dan jelly, flavour, dan bahan-

bahan makanan. Inisiasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada UEA ini 

membuahkan hasil dengan ditekennya Memorandum of Understanding (MoU) for 

Cooperation in Halal Accreditation Between Emirates Authority for 

Standardization and Metrology (ESMA) and Komite Akreditasi Nasional (KAN) 

atau Memorandum Saling Pengertian (MSP) di Bidang Kerja sama Akreditasi 

Halal antara ESMA dan KAN pada tahun 2018. MoU di antara keduanya memuat 

pernyataan untuk mengembangkan kerja sama teknis dalam bidang akreditasi 

lembaga sertifikasi halal sebagai solusi dalam mengurangi hambatan teknis 
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perdagangan dan memfasilitasi perdagangan bilateral Indonesia dan Uni Emirat 

Arab (UEA) (KAN Indonesia, 2018).  

Sarananya berbentuk pelatihan atau peer evaluation sesuai dengan 

peraturan dan regulasi serta pemenuhan persyaratan halal yang ditetapkan oleh 

KAN dan ESMA sebagai pihak yang berwenang dari masing-masing negara. 

MoU antara ESMA dan KAN ini juga mengatur tentang UEA yang akan 

menerima produk disertifikasi oleh lembaga-lembaga sertifikasi yang diakreditasi 

oleh KAN berdasarkan UAE.S 2055-2, persyaratan standar UEA, dan standar ISO 

17000 yang relevan (KAN Indonesia, 2018). MoU dalam Bidang Kerja sama 

Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN ini merupakan gerbang awal akan 

dibentuknya suatu perjanjian kerja sama perdagangan di antara Indonesia-UEA. 

Meskipun belum sah menjadi suatu perjanjian yang mengikat keduanya, tetapi 

MoU tetap memiliki unsur kesepakatan yang harus ditaati oleh pihak-pihak 

terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini karena MoU 

bertujuan untuk mempromosikan suatu kerja sama dalam bidang-bidang tertentu 

antara para Pihak untuk pengembangan masing-masing negara atas dasar 

kesetaraan dan saling menguntungkan atau positive sum game (Kemlu RI, 2018).  

Berdasarkan latar belakang ini, maka menarik untuk diteliti tentang 

implementasi MoU dalam Bidang Kerja sama Akreditasi Halal antara ESMA dan 

KAN pada tahun 2018. Lingkup tahun penelitian ini adalah periode waktu di atas 

tahun 2018 dengan membandingkan data perdagangan kedua negara pada 5 tahun 

sebelumnya dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Memorandum of 

Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation Between ESMA 

and KAN dalam Hubungan Perdagangan Indonesia dengan UEA Tahun 

2018”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 

Hambatan perdagangan merupakan permasalahan yang tidak boleh hadir 

dalam perdagangan internasional khususnya pada perdagangan bebas yang mana 

segala sesuatu berkaitan dengan kegiatan perdagangan diserahkan sepenuhnya 
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kepada pasar bahkan membatasi intervensi pemerintah. Oleh karena itu, produk 

ekspor Indonesia untuk beberapa jenis komoditas dalam ketegori produk jadi atau 

siap konsumsi yang tersandung standar halal Uni Emirat Arab (UEA) hingga 

membuat produk-produk tersebut diblokade masuk ke pasar UEA merupakan 

suatu hambatan perdagangan. Hal ini yang mendasari Pemerintah Indonesia 

melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan negoisasi dengan dengan 

Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) sebagai otoritas 

yang berwenang dari UEA untuk mengupayakan adanya kesepahaman soal 

standar halal sebagai standardisasi perdagangan yang dirujuk kedua negara. 

Hasilnya adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam 

bidang kerja sama akreditas halal antara ESMA dan KAN pada tahun 2018 yang 

memuat kesepakatan tentang pelbagai fasilitas perdagangan dan persyaratan dari 

UEA untuk standar dan akreditasi halal bagi produk-produk Indonesia yang 

masuk ke pasarnya.  

Lima tahun ke belakang dari 2018, ekspor Indonesia ke UEA dominan 

menurun yang berpengaruh terhadap minusnya neraca perdagangan dan 

pertumbuhan negara Indonesia terhadap UEA di beberapa kesempatan pada 

periode tahun 2013-2017. Oleh karena itu, MoU antara KAN dan ESMA 

seharusnya menghasilkan perubahan yang positif bagi hubungan perdagangan 

Indonesia-UEA. Maka, pertanyaan penelitian ini, yaitu “Bagaimana 

Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in 

Halal Accreditation Between Emirates Authority for Standardization and 

Metrology (ESMA) and Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam Hubungan 

Perdagangan Indonesia-Uni Emirat Arab (UEA) Tahun 2018?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis 

implementasi Memorandum of Understanding (MoU) di bidang kerja sama 

akreditasi halal antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Emirates 

Authority for Standardization and Metrology (ESMA) Tahun 2018 dalam 
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hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  
 
 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam hal teoritis dan praktis 

sebagai berikut; 

 

• Secara Teoritis: Penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori 

implementasi, konsep kerja sama internasional, dan teori perdagangan 

bebas dengan konsep standardisasi perdagangan sebagai bahan 

pengembangan atau penunjang bagi penelitian-penelitian lanjutan dengan 

topik yang bersinggungan dengan implementasi Memorandum of 

Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation Between 

ESMA and KAN dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA. 

 

• Secara Praktis: Penelitian ini digunakan untuk dapat menjadi bahan 

referensi bersama, terutama bagi Pemerintah Indonesia dalam menyikapi 

dan memahami implementasi kerja sama dibidang akreditasi halal dengan 

UEA dalam hubungan perdagangan keduanya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat penelitian ini yang utama adalah sebagai salah satu syarat 

kelulusan mahasiswi untuk mencapai gelar Sarjana Hubungan Internasional, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung yang 

hasilnya dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah. Sementara terdapat 4 

(empat) manfaat dalam penelitian;  

1. Penelitian ini diharapkan melengkapi penelitian sebelumnya dan menjadi 

bahan rujukan sebagai penelitian terdahulu dengan mempertimbangkan 

adanya kesamaan topik serta menjadi pembanding untuk menemukan 

keunikan dari penelitian selanjutnya;  
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2. Penelitian ini menambah ilmu pengetahuan terkait penerapan keilmuan 

tentang ilmu sosial dan ilmu politik terutama Hubungan Internasional 

dalam kajian analisis mengenai perdagangan internasional.  

 

3. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu media untuk mendapatkan 

pemikiran dari perspektif yang berbeda, serta memperluas wawasan dan 

pengetahuan tentang implementasi Memorandum of Understanding 

(MoU) for Cooperation in Halal Accreditation Between ESMA and KAN 

dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA tahun 2018; dan 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan presepsi berbasis data bagi 

Pemerintah Indonesia dalam kebijakan nasional perdagangan dengan UEA dan 

bentuk evaluasi terkait implementasi MoU tahun 2018. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

 

Masyarakat global menjadikan tren ‘halal’ sebagai kebutuhan dalam gaya 

hidup sehari-hari. Hal tersebut terkait dengan adanya sertifikat halal sebagai 

standar jaminan baik bagi konsumen maupun produsen. Populasi muslim yang 

terus bergerak menjadi konsumen besar di pasar global ini menunjukkan peluang 

besar dari adanya pasar halal. Survei Global Islamic Economic Gateway dalam 

Global Islamic Economy Report 2016/2017 bahwa prospek perdagangan produk 

halal semakin besar. Pasar global produk makanan halal pada tahun 2015 

mencapai 16,6% dari pasar global atau 1,2 triliun US$ dan diperkirakan akan 

meningkat menjadi 18,3% pada tahun 2020 seiring dengan peningkatan populasi 

muslim yang diperkirakan mencapai 20% dari total populasi di seluruh dunia. 

Sertifikasi halal pun mutlak menjadi kunci keberhasilan ekspor produk bagi suatu 

negara muslim maupun negara yang penduduknya bermayoritaskan muslim, 

seperti Indonesia yang menjalin kerja sama dibidang akreditas halal yang diwakili 

oleh KAN, dan ESMA dari UEA (KAN Indonesia, 2018).  

Indonesia harus memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya yang 

dimiliki secara maksimal untuk mencapai kepentingan nasional sekaligus 

memperkuat eksistensinya dalam tatanan internasional melalui pembuatan 

kesepakatan dengan negara lain. Pendekatan politis ini menjadikan Indonesia satu 

langkah di depan sebagai pusat produsen halal dunia dengan Uni Emirat Arab 

(UEA) sebagai salah satu pasar halal utama.  

Dengan demikian, standardisasi sertifikat halal dipandang membawa 

manfaat berpengaruh dalam perdagangan internasional di antara negara-negara 
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muslim sehingga kesepahaman soal standar halal harus ada di antara negara-

negara muslim atau dominan masyarakatnya adalah muslim. Poin ini dihasilkan 

dari tinjauan pustaka yang dilakukan peneliti merujuk pada 5 (lima) penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun kata kunci pencarian yang 

digunakan untuk menentukan tinjauan pustaka adalah hubungan perdagangan, 

kebijakan perdagangan, standardisasi perdagangan, dan Indonesia-Uni Emirat 

Arab (UEA) memberikan gambaran kasar tentang hubungan perdagangan 

Indonesia dan UEA di bidang kerja sama akreditasi halal. Hal tersebut guna 

membantu penulis mendapatkan gambaran tentang implementasi Memorandum of 

Understanding (MoU) di bidang kerja sama akreditasi halal antara Emirates 

Authority for Standardization and Metrology (ESMA) dan Komite Akreditasi 

Nasional (KAN) dalam hubungan perdagangan Indonesia dan UEA tahun 2018 

untuk membangun kerangka pemikiran dan landasan penelitian, serta sekaligus 

menjawab rumusan masalah penelitian ini. 

Pertama, penelitian yang berjudul “Halal Certification: Implication for 

Marketers in UAE” oleh Shambavi Rajagopal, Sitalakshmi Ramanan, Ramanan 

Visvanathan, dan Subhadra Satapathy (2011) ini membahas tentang implikasi dari 

adanya sertifikasi halal bagi para pembisnis di UEA. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk memperkenalkan sertifikasi halal sebagai paradigma pemasaran baru yang 

dapat digunakan pembisnis di suatu ruang lingkup persaingan untuk 

memungkinkan pembisnis dapat memperluas tujuan jangkauan pasarnya di tingkat 

global seperti negara-negara yang mewajibkan berakreditasi ‘halal’ dalam aspek 

standardisasi perdagangan. Penelitian Rajagopal, dkk., (2011) ini menggunakan 

metodologi kuantitatif dan konsep halal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

masyarakat telah terbiasa dengan konsep halal dalam kehidupan sehari-hari tetapi 

tidak cukup terpengaruh dengan harus adanya sertifikasi halal. Maka, keberhasilan 

penggunaan sertifikasi halal sebagai paradigma pemasaran memiliki relevansi 

praktis langsung dengan praktisi pemasaran dan perencanaan strategis.  

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian Rajagopal, dkk., (2011) jelas 

berbeda dari fokus dan objek penelitian, serta metode yang digunakan, yaitu 

membahas tentang Uni Emirat Arab (UEA) dan pasarnya dengan metode 

kuantitatif. Sementara skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan fokusnya 
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adalah kerja sama akreditasi halal dan objeknya merupakan hubungan 

perdagangan Indonesia-UEA. Namun konsep standar halal di dalamnya dijadikan 

penulis sebagai masukan terkait pemahaman tentang standar halal dan 

implikasinya bagi masyarakat UEA.  

Kedua, penelitian karya Sulistyo Prabowo dan Azmawani Abd. Rahman 

(2016), yang berjudul “Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil 

Pertanian”. Penelitian ini membahas tentang manfaat positif sertifikasi halal 

dalam memperkuat sektor industri pengolahan hasil pertanian. Keuntungan 

adanya sertifikasi halal di antaranya adalah untuk menjamin keamanan produk 

yang dikonsumsi dari aspek bahan baku sampai dengan proses produksi. Bahan 

yang bersumber dari hewan untuk konsumsi harus memenuhi persyaratan aman, 

sehat, utuh, dan halal dalam jaminan pelaksanaan kesejahteraan hewan pada 

ternak potong. Sistem jaminan halal mampu mempengaruhi pandangan konsumen 

terhadap produk yang beredar agar jauh dari isu sensitif seperti dugaan adanya 

kontaminasi bahan baku haram. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat menjadi 

keunggulan komparatif dan sebagai standar kualitas produk yang harus dipenuhi 

eksportir untuk memasuki satu pasar dalam suatu perdagangan internasional.  

Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi produk-produk dalam negeri 

dalam persaingan global karena sertifikasi halal merupakan sistem jaminan 

menyeluruh terhadap kualitas produk yang memiliki potensi besar dari konsumen 

pasar yang tidak terbatas pada kelompok muslim saja. Maka penelitian berusaha 

memaparkan bahwa gagasan halal dapat dijadikan sebagai landasan dalam 

menentukan strategi dan kebijakan di bidang pertanian sebagai upaya memperkuat 

pengembangan industri nasional. Penelitian Prabowo dan Rahman ini 

menggunakan metode kualitatif, dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui 

peninjauan pustaka yang relevan dengan teori kebijakan publik dan konsep halal 

sebagai instrumen analisisnya.  

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa isu halal menjadi peluang yang 

sangat besar untuk meningkatkan kekuatan perekonomian dibidang agribisnis 

melalui penguatan industri berbasis pertanian. Penelitian Prabowo dan Rahman 

(2016) ini juga membantu peneliti memahami konsep halal untuk produk-produk 

makanan dan olahannya sehingga menjadi tambahan perspektif baru dalam 
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menganalisis hambatan perdagangan pemicu disepakatinya MoU di bidang kerja 

sama akreditasi halal antara KAN dan ESMA terhadap hubungan perdagangan 

Indonesia dengan UEA. Perbedaannya dengan skripsi ini terletak pada standar 

halal di sektor pertanian sebagai fokus penelitian sementara skripsi ini memuat 

bahasan yang lebih luas dan umum terkait keseluruhan produk yang 

diperdagangkan Indonesia dengan UEA.  

Ketiga, penelitian dengan judul “Implentasi Kebijakan Pangan Halal 

Indonesia: Keunggulan Kompetitif Dalam Tren Pangan Halal di Asia Tenggara” 

oleh Arin Fithriana dan Rendy Putra Kusuma (2018), dengan berfokus pada 

analisis kebijakan pangan halal Indonesia sebagai bagian dari strategi 

meningkatkan kompetensi ditengah persaingan tren halal di kawasan Asia 

Tenggara. Hal ini tentu terkait dengan interaksi dalam Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) yang mendorong interaksi lebih luas dan terbuka antarnegara 

anggota Association of South East Asia Nation (ASEAN). Hal tersebut sejalan 

dengan meningkatnya kesadaran tentang sertifikasi halal yang telah menjadi 

kebutuhan masyarakat muslim, dan merupakan perlindungan bagi konsumen 

secara umum. Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat melalui pembentukan 

badan pengawas nasional dan kebijakan pangan halal.  

Penelitian Fithriana dan Kusuma (2018) ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan konsep kebijakan, konsep halal, dan keunggulan kompetitif. 

Sementara teknik pengambilan data mengacu pada indikator dari dua variabel 

dalam konsep keunggulan kompetitif, yaitu Market Based Review (MBV) dan 

Resources Based Review (RBV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan Indonesia dalam meningkatkan standar kualitas komoditas pangan 

sesuai dengan ketentuan keamanan pangan dari lembaga kompeten masih 

ditingkat rendah. Maka tidak mengherankan jika pemerintah kesulitan 

menyesuaikannya dengan kaidah syariat islam untuk sertifikat halal pada produk 

pangan.  

Fithriana dan Kusuma (2018) meyakini bahwa Indonesia perlu 

memperbaiki kualitas komoditas pangan nasional secara umum dan tidak hanya 

terpaku pada pangan halal. Fokus terhadap keunggulan kompetitif tentu yang 

membedakan penelitian Fithriana dan Kusuma (2018) dengan skripsi ini. 
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Meskipun sama-sama membahas implementasi dan kaitannya dengan halal namun 

kebijakan sebagai subjek dan tren pangan halal sebagai objeknya merupakan 

pembeda dengan skripsi yang membahas kerja sama sebagai subjek dari fokus 

implementasi.   

Keempat, Zoura Junita Khasahab, dan Wardah (2018) dengan judul “The 

Implementation of Halal Food Labeling Based on The Technical Barriers to 

Trade (TBT) Agreement by Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang 

penerapan label standar makanan halal berdasarkan perjanjian TBT di Indonesia. 

Sejumlah produk impor yang masuk ke pasar Indonesia harus memenuhi standar 

halal dan memiliki sertifikat halal Indonesia dengan ditandai adanya pembubuhan 

label halal di kemasan produk sehingga mengisyaratkan bahwa produk tersebut 

telah dapat dikonsumsi oleh muslim. Kerangka pelabelan pangan ini bertujuan 

untuk mengatur kepentingan yang berbeda dan dengan memberikan label halal 

juga sekaligus memberikan informasi dan memenuhi hak konsumen bagi 

konsumen tertentu. Hal tersebut telah diatur oleh World Trade Organization 

(WTO) dalam perjanjian TBT sebagai sumber hukum bagi para anggotanya dalam 

menetapkan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian.  

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan 

konsep standardisasi dan konsep halal sebagai instrumen analitis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Indonesia telah mengimplementasi perjanjian TBT melalui 

pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal (UU JPH) dengan secara tidak langsung menempatkan Codex Alimentarius 

sebagai standar halal prioritas di dunia dan setiap anggota dapat membuat standar 

mereka sendiri selama memenuhi persyaratan dalam perjanjian TBT. Persamaan 

penelitian ini dengan skripsi ini, yaitu pada penggunaan konsep standardisasi halal 

dalam perdagangan internasional serta topik bahasannya tentang implementasi 

suatu kebijakan negara atas kesepakatan dengan negara-negara lain.  

Kelima, penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kerja sama 

IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) di Bidang Industri 

Halal dalam Pengembangan Industri Halal di Malaysia” oleh Bimantara Nugraha 

(2019). Nugraha membahas tentang implementasi program-program kerja sama 

IMT-GT di bidang industri halal dengan tujuan untuk mendeskripsikan 



17 

 

 

pelaksanaan program tersebut terutama dalam pengembangan industri halal di 

Malaysia. Pada praktiknya, kerja sama industri halal telah menarik perhatian 

banyak negara di dunia, baik negara muslim maupun negara mayoritas non-

muslim. Industri halal memiliki potensi pengembangan di masa yang akan datang 

sehingga berguna untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hal 

tersebut kemudian ikut mendorong Negeri Jiran ini memiliki keinginan kuat untuk 

menjadi role model dalam industri halal dunia. Tertulis dalam visi Halal Industry 

Development Coopertaion (HDC), dan Halal Industry Master Plan 2008-2020 

Malaysia. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah memanfaatkan pelaksanaan 

agenda kerja sama IMT-GT di bidang industri halal periode tahun 2007-2017.  

Nugraha menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada sumber data 

sekunder dengan instrumen analisis meliputi teori implementasi, konsep growth 

triangle, dan konsep industri halal. Kesimpulan dari tulisan ilmiah Nugraha 

(2019) ini adalah Malaysia mengalami kemajuan dalam pengembangan industri 

halalnya melalui kerberhasilan implementasi program-program kerja sama IMT-

GT yang terbukti dengan terdapat tiga program yang telah terlaksana, yakni 

program pengembangan industri halal melalui pembangunan 3 taman halal di 

Malaysia; Pasir Mas Halal Park, Perlis Halal Park, dan Tok Bali Integrated 

Fisheries, program pemasaran dan promosi dengan menyelenggarakan pameran 

produk halal tingkat internasional, dan program integritas halal dengan 

membentuk standar Integrated Halal Superhighway. Penelitian Nugraha ini 

memiliki kesamaan dalam penggunaan landasan teori dan metedologi dengan 

skripsi ini, meliputi teori implementasi dan metodologi kualitatif deskriptif. 

Sementara perbedaannya terletak pada objek tulisan Nugraha, yaitu industri halal 

di Malaysia, sedangkan objek skripsi ini merupakan hubungan perdagangan 

Indonesia-UEA.   

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang sudah peneliti tinjau, maka 

terdapat perbedaan posisi antara tulisan saya dengan penelitian-penelitian tersebut 

yang terletak pada subjek dan objek penelitian, metodologi, sekaligus beberapa 

konsep dan teori yang digunakan. Namun bukan berarti tidak ada yang menjadi 

acuan bagi peneliti adopsi dalam skripsi ini terutama berkenaan dengan konsep 

standar halal dan teori implementasi, serta metodologi kualitatif deskriptif. 
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Adapun subjek dalam skripsi ini adalah dokumen perjanjian tertulis Memorandum 

Saling Pengertian dalam Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal antara Komite 

Akreditasi Nasional (KAN) dan Emirates Authority for Standardization and 

Metrology (ESMA) yang ditandatangani pada tahun 2018, dan objeknya berfokus 

pada hubungan perdagangan internasional dengan Indonesia dengan UEA. 

Landasan konsep dan teori yang digunakan juga lebih banyak dan bervariasi 

untuk saling mendukung kekuatan instrumen analisis mencakup teori 

implementasi, konsep kerja sama internasional yang menyinggung juga tentang 

MoU, teori perdagangan bebas termasuk penjelasan terkait standardisasi 

perdagangan. Kombinasi di antara poin-poin yang membedakan penelitian ini 

dengan yang sebelumnya ini merupakan suatu keunikan dan kebaharuan dari 

skripsi ini. 
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Tabel 2.1.1 Penelitian Terdahulu 

 

No. Indikator Penelitian  Terdahulu 

Rajagopal, Dkk 

(2011) 

Prabowo & Rahman 

(2016) 

Fithriana & Kusuma 

(2018) 
Khasahab, & Wardah 

(2018) 

Nugraha 

(2019) 

1. Judul 

Penelitian 

Halal Certification: 

Implication for 

Marketers in UAE 

Sertifikasi Halal Sektor 

Industri Pengolahan 

Hasil Pertanian 

Implentasi Kebijakan 

Pangan Halal 

Indonesia: Keunggulan 

Kompetitif Dalam Tren 

Pangan Halal di Asia 

Tenggara 

The Implementation of 

Halal Food Labeling 

Based on The 

Technical Barriers to 

Trade (TBT) 

Agreement by 

Indonesia 

Implementasi Program 

Kerja sama IMT-GT 

(Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth 

Triangle) di Bidang 

Industri Halal dalam 

Pengembangan Industri 

Halal di Malaysia 

2. Teori dan 

Konsep 

Konsep standar halal Teori kebijakan publik 

dan konsep standar 

halal 

Konsep kebijakan, 

konsep halal, dan 

keunggulan kompetitif 

Konsep standardisasi 

dan konsep halal 

Teori implementasi, 

konsep growth 

triangle, dan konsep 

industri halal 

3. Metodologi Kuantitatif Kualitatif Kualitatif Penelitian hukum 

normatif 

Kualitatif Deskriptif 

4. Hasil 

Penelitian 

Tingkat kesadaran 

konsumen tentang 

produk bersertifikat 

halal dan pengetahuan 

mereka tentang merek 

halal adalah sangat 

rendah, yang mana 

masyarakat tidak cukup 

terpengaruh sertifikasi 

halal. 

Isu halal menjadi 

peluang yang sangat 

besar untuk 

meningkatkan kekuatan 

perekonomian dibidang 

agribisnis melalui 

penguatan industri 

berbasis pertanian. 

 

Kemampuan Indonesia 

dalam meningkatkan 

standar kualitas 

komoditas pangan 

sesuai dengan 

ketentuan keamanan 

pangan dari lembaga 

kompeten masih 

ditingkat rendah. 

Indonesia telah 

mengimplementasi 

perjanjian TBT melalui 

pembentukan Undang-

Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal 

(UUJPH). 

Kerberhasilan 

implementasi program-

program kerja sama 

IMT-GT yang terbukti 

dengan terlaksananya 

tiga program dalam 

pengembangan industri 

halal Malaysia. 

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan penelitian terdahulu, 2022.  
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2.2 Landasan Konseptual  

 

 

Landasan konseptual merupakan seperangkat asumsi dan presepsi baik 

berupa gagasan, prinsip, kepercayaan, pendapat atau pernyataan yang mendasari 

suatu kerangka berpikir dalam penelitian. Maka, landasan konseptual berbentuk 

konsep dan atau teori yang berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menjawab 

pertanyaan penelitian (Iskandar, 2008). Oleh karena itu, konsep dan teori dalam 

penelitian digunakan untuk menelaah implemetasi Memorandum of 

Understanding (MoU) dalam bidang kerja sama akreditasi halal di antara 

Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) dan Komite 

Akreditasi Nasional (KAN) tahun 2018 dengan membandingkan hasil kegiatan 

perdagangan keduanya pada 5 (lima) tahun sebelumnya dari tahun 2013.  

 

2.1.1 Teori Implementasi 

 

 

Implementasi memiliki makna penerapan atau pelaksanaan merujuk pada 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang erat kaitannya dengan perencanaan 

dan aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan atas hal-hal yang 

disepakati antara beberapa pihak (KBBI, 2022). Maskin dan Sjostrom 

menyebutkan bahwa implementasi merupakan persoalan perancangan mekanisme 

atau game form sehingga hasilnya mencapai tujuan dari kegiatan atau kesepakatan 

dengan memenuhi kriteria optimalitas sosial dalam aturan pilihan sosial. Oleh 

karena itu, setiap pihak harus memiliki strategi dominan sebagai persyaratan yang 

paling menuntut implementasi namun akan cenderung memperoleh hasil negatif. 

Sementara solusi yang lebih positif adalah tidak terlalu menekan pihak-pihak 

lainnya (Maskin dan Sjostrom, 2002). Sedangkan Corchon mendefinisikan teori 

implementasi sebagai kegiatan mempelajari tujuan sosial mana, yaitu aturan 

pilihan sosial yang kompatibel dengan insentif agen yang dapat diterapkan atau 

dengan kata lain merupakan studi sistematis tentang tujuan sosial yang dapat 

dicapai ketika agen berperilaku strategis (Corchon, 2013). 
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Implementasi juga berkenaan dengan kemampuan gabungan dari beberapa 

pihak untuk membuat sesuatu terjadi melalui tindakan mereka dengan 

mengekspresikan hak pilihannya dalam bentuk interaksi di antara mereka. Setiap 

aktor berupaya untuk membuat proses implementasi melibatkan satu hal yang 

mungkin mengubah banyak hal dalam mencapai tujuan bersama. Maka 

implementasi dipahami sebagai permulaaan dari proses pencapaian yang 

berkelanjutan dan interaktif bukan sebagai hasil akhir dengan penekanan pada 

lebih dari satu hal untuk dilaksanakan. Proses implementasi sederhananya 

melibatkan banyak bagian untuk bergerak melalui beberapa cara berpikir yang 

baru, bertindak, atau sebuah kesatuan dari praktik material dan kognitif. 

Pengertian implementasi juga menggunakan istilah ‘intervensi kompleks’ untuk 

mendefinisikan objek dari setiap proses implementasi (May, 2013).  

Atas beberapa pandangan tentang teori implementasi, peneliti 

menggunakan teori ini untuk menganalisis implementasi Memorandum of 

Understanding (MoU) dalam kerja sama akreditasi halal antara Emirates 

Authority for Standardization and Metrology (ESMA) dan Komite Akreditasi 

Nasional (KAN) dalam hubungan perdagangan Indonesia-Uni Emirat Arab (UEA) 

tahun 2018.  Konsep ini juga mengamati ada atau tidaknya perubahan hasil 

perdagangan Indonesia dengan UEA terhadap satu sama lain dari sebelum 

disepakatinya MoU kerja sama akreditasi halal antara ESMA dan KAN, yaitu 5 

tahun sebelumnya pada periode 2013-2017 hingga setelah ditekennya kesepakatan 

tersebut pada tahun 2018.  

 

2.1.2 Teori Kerja Sama Internasional 

 

 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa memenuhi seluruh 

kebutuhannya secara mandiri tanpa bantuan manusia lainnya. Hal tersebut juga 

berlaku pada negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional karena 

negara juga membutuhkan peran dan bantuan dari negara lain untuk memenuhi 

kebutuhan domestik dan internasionalnya seperti pandangan Liberalisme (Barrett, 

1999).  
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Negara-negara berlomba melakukan kerja sama lintas negara untuk 

menyepakati suatu tujuan bersama, namun diiringi dengan kepentingan 

nasionalnya terutama menyangkut perekonomian negara. Hal ini penting untuk 

pembangunan suatu negara karena negara bertanggung jawab untuk menjamin 

kesejahteraan warga negaranya (Pakpahan & Sihombing, 2018). Sementara kerja 

sama dan aksi kolektif global berkenaan dengan argumen tentang kesenjangan 

seperi perubahan iklim, ketidakstabilan keuangan, kesehatan, tantangan 

transnasional, kerawanan pangan dan lainnya. Oleh karena itu kebutuhan untuk 

meningkatkan kerja sama internasional dengan memperluas jangkauan dengan 

negara lain mempertimbangkan latar belakang utama mengacu pada konteks 

domestik dan lokal sebagai fokus tindakan dalam mempromosikan pembangunan 

(Milner, 1992).  

Literatur hubungan internasional telah mengadopsi pendekatan berbeda 

tentang kerja sama antar negara yang menjadi fokus dari pelbagai studi dengan 

memperdebatkan alasan munculnya kerja sama dan bertahan dalam sistem 

internasional yang anarkis.  Kerja sama internasional menggambarkan interaksi 

untuk mencapai tujuan bersama ketika preferensi aktor tidak harmoni atau tidak 

dapat didamaikan atau berkonflik. Interaksi yang terjalin di antara pelbagai jenis 

aktor tidak hanya antarpemerintah tetapi juga transnasional dalam pelbagai skala, 

yaitu bilateral dan multilateral, regional, global dan lainnya. Kerja sama bilateral 

dan multilateral semakin penting karena tidak lagi eksklusif pada forum dan 

lembaga internasional tradisional, tetapi telah mengambil bentuk baru seperti 

jaringan geostrategis dan proyek kerja sama regional (EU, 2022). 

 Lingkup kerja sama ini baik dalam segi jumlah aktor yang terlibat dan 

wilayahnya merupakan bentuk efisiensi dalam mengimplementasikan kesepakatan 

kerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih ringkas dan mudah. 

Kerja sama internasional ini dalam pelaksanaannya perlu adanya keterbukaan 

sehingga meningkatkan rasa kepercayaan terhadap pihak-pihak terlibat dalam 

pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, kerangka kerja sama internasional 

mengacu pada struktur dan proses pembuatan kebijakan di luar negara-bangsa dan 

digunakan secara sinonim dengan tata kelola global (Paulo, 2014).  
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2.1.2.1  Memorandum of Understanding (MoU); MoU untuk Kerja  

Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN Tahun 2018 

 
 

Kebutuhan untuk melakukan kerja sama internasional selaras dengan isu-

isu yang dianggap penting untuk segera ditanggulangi dengan pihak-pihak yang 

merasa dirugikan atau menuai respon untuk ditingkatkan kerja samanya sehingga 

mendorong adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota 

Kesepahaman. MoU menjadi kesepakatan antarnegara untuk menyukseskan kerja 

sama internasional dengan tujuan yang berbeda-beda menyesuaikan urgensi 

masing-masing negara terhadap satu sama lain. Maka, MoU ini merupakan hasil 

dari perundingan untuk pengantar dalam membuat perjanjian di masa depan jika 

hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan. MoU bukan kontrak yang 

memiliki kekuatan kecuali kekuatannya mengikat secara moral bagi para pihak 

dalam praktik bisnis yang menjadi subjek di dalamnya atau yang meneken 

kesepakatan. Namun jika salah satu pihak tidak melaksankan isi kesepakatan 

maka pihak lainnya tidak bisa menggugat persoalan tersebut ke pengadilan 

meskipun pernyataan kedua belah pihak dalam MoU pada prinsipnya sudah 

memahami dan akan mengimplementasikan MoU untuk tujuan tertentu (BPKP 

Indonesia, 2022).  

Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in Halal 

Accreditation between Emirates Authority for Standardization and Metrology 

(ESMA) and Komite Akreditasi Nasional (KAN) tahun 2018 merupakan 

kesepakatan antara Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) dan Pemerintah Indonesia 

dengan ruang lingkup bahwa para pihak akan berkooperasi dalam bidang kerja 

sama akreditasi lembaga sertifikasi halal berdasarkan UAE.S 2055-2 mengenai 

Persyaratan Halal Persatuan Emirat Arab untuk Lembaga sertifikasi halal. 

Sementara ada 10 kesepakatan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah 

pihak yaitu ESMA sebagai otoritas berwenang UEA dan KAN dari pihak 

berwenang Indonesia sesuai isi pasal 2, pada MoU antara KAN dan ESMA dalam 

kerja sama akreditasi halal, yaitu:  

1. KAN akan mematuhi klausul UAE.S 2055-3 tentang Persyaratan Umum 

Badan Akreditasi Halal yang Mengakreditasi Lembaga Sertifikasi Halal. 
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2. ESMA dapat melakukan penilaian mandiri terhadap KAN untuk 

memastikan pemenuhan persyaratan Halal berdasarkan kesepakatan 

mutual dari kedua Pihak. 

3. KAN akan melakukan akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia 

berdasarkan UAE. S 2055-2 tentang Persyaratan Umum Badan 

Sertifikasi Halal, dan standar ISO 17000 yang relevan misalnya ISO atau 

IEC 17065.  

4. ESMA akan memberikan pelatihan kepada pegawai KAN mengenai 

UAE.2055-2, termasuk peraturan dan prosedur yang berlaku serta 

persyaratan layanan dalam jaringan ESMA.  

5. KAN akan memberikan ESMA bila diminta, dokumen, laporan dan 

sertifikasi Lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi dalam skema ini 

dalam bahasa inggris.  

6. KAN akan mengirimkan tagihan untuk kegiatan akreditasi terhadap 

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah dilakukannya sesuai 

dengan kebijakan tarif. Tidak akan dikenakan biaya oleh ESMA kepada 

KAN atas kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Memorandum Saling 

Pengertian (MSP), termasuk pelatihan dan kegiatan evaluasi.  

7. KAN harus menyelesaikan proses akreditasi dalam waktu 8 (delapan) 

bulan dari tanggal diterimanya permohonan dari ESMA. KAN harus 

menyampaikan informasi kepada ESMA mengenai pelbagai pendaftar-

pendaftar berkoordinasi dengan ESMA secara langsung, dan tidak 

melalui ESMA. Dalam hal permohonan ini tidak akan memproses dalam 

waktu 8 bulan, KAN harus menyampaikan laporan status dengan 

justifikasi.  

8. KAN akan memberitahu ESMA lembaga sertifikasi halal yang telah 

diakreditasi dan lembaga sertifikasi halal yang tidak lulus 

pengakreditasian oleh KAN untuk melengkapi registrasi mereka dalam 

basis data ESMA.  

9. KAN akan memberitahu ESMA setiap pemberitahuan status akreditasi 

lembaga-lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi dalam skema ini.  
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10. KAN akan menyampaikan kepada ESMA laporan status seluruh 

permohonan yang ditangani oleh KAN setiap bulan sesuai format yang 

disesuaikan ESMA.  

11. ESMA akan mengakui produk-produk disertifikasi oleh lembaga-

lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan persyaratan 

UEA sebagai pemenuh persyaratan Halal yang ditetapkan oleh ESMA.  

12. KAN harus mematuhi semua persyaratan ESMA termasuk perubahan 

dalam prosedur, pemrosesan pemenuhan, perubahan sistem dalam 

jaringan dan setiap perubahan yang tidak terduga yang dipandang 

penting.  

 

Adapun 12 poin yang menjadi isi MoU ini kemudian dikerucutkan 

menjadi 6 mekanisme kerja sama atau program implementasi yang harus 

dilakukan oleh kedua belah Pihak antara KAN dan ESMA, yakni: 

1. Pematuhan klausul UAE.S 2055-3 tentang Persyaratan Umum Badan 

Akreditasi Halal yang Mengakreditasi Lembaga Sertifikasi Halal oleh 

KAN sebagai perwakilan otoritas berwenang dari Indonesia (Poin 1). 

2. Sosialisasi pelatihan oleh ESMA mengenai UAE.S 2055-2 tentang 

Persyaratan Umum Badan Sertifikasi Halal termasuk peraturan dan 

prosedur yang berlaku untuk produk ekspor halal Indonesia di UEA 

melalui KAN (Poin 4). 

3. KAN melakukan akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia 

merujuk pada prinsip UAE.S 2055-2 dan penilaian kesesuaian dari ISO 

17000 yang relevan (Poin 3). 

4. KAN patuh pada seluruh persyaratan layanan dalam jaringan ESMA dan 

pemberian laporan penuh atas semua kegiatan, proses, serta status 

pelaksanaan akreditasi lembaga-lembaga sertifikasi halal di Indonesia 

kepada ESMA (Poin 5,7,8,9,10, dan 12). 

5. ESMA dapat melakukan penilaian mandiri, pengawasan, dan evaluasi 

terkait pemenuhan persyaratan Halal oleh KAN berdasarkan kesepakatan 

mutual dari kedua Pihak (Poin 2, dan 6). 
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6. Pengakuan ESMA terhadap sertifikat halal produk ekspor Indonesia yang 

disertifikasi oleh lembaga-lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh 

KAN (Lihat poin 11). 

 

 

Atas penjelasan terkait konsep kerja sama internasional dan Memorandum 

of Understanding (MoU) terutama dalam kerja sama akreditasi halal antara 

Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) dan Komite 

Akreditasi Nasional (KAN), konsep-konsep ini digunakan peneliti untuk 

mendeksripsikan kerja sama akreditasi halal dan menganalisis penerapan keenam 

mekanisme kerja sama atau program sebagai inti dari 12 poin MoU dalam 

perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA) tahun 2018.  

 

2.1.3   Teori Perdagangan Internasional 

 

 

Salah satu upaya negara membuka peluang ekonomi luas melalui 

perdagangan internasional. Liberalis percaya bahwa interaksi negara-negara 

dalam perdagangan internasional akan membawa keuntungan bersama dan 

meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga perang atau konflik bisa dihindari 

(Jackson & Sorensen, 2007). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), kata ‘perdagangan’ adalah suatu kegiatan jual dan beli yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh keuntungan (KBBI, 2021). Oleh 

karena itu, perdagangan internasional merupakan kesepakatan ekonomi 

antarnegara yang mana terdiri dari ekspor dan impor sebagai aktivitas utama. 

Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sementara 

impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Transaksi jual-beli ini juga tercipta di antara individu 

dengan individu, individu dengan negara atau pemerintah, atau antarnegara 

(Wahab, 2013).  

Roternberg (1987) mengemukakan perdagangan internasional sebagai 

suatu kebijakan negara yang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam 
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jangka panjang jika ekspornya dominan dalam struktur ekonomi (Santosa, 2017). 

Perdagangan internasional mempunyai peranan penting untuk meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian negara melalui penambahan cadangan devisa dan 

perolehan keuntungan dari ekspor-impor. Kaum liberal berasumsi bahwa aktor 

utama dalam perdagangan, yaitu konsumen, perusahaan, atau negara memiliki 

perilaku rasional dengan selalu berusaha memaksimalkan pendapatan (Mingst, 

2017).  

Adapun yang menentukan dalam kegiatan perdagangan atau yang disebut 

sebagai “the determinant of trade” atau penentu dalam perdagangan yang 

mengacu pada ekspor dan impor (Lynden, 2011). Ekspor dan impor sebagai 

kegiatan dalam perdagangan internasional kemudian memasuki babak baru yaitu 

dalam perdagangan bebas. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan 

perdagangan lintas negara yang diserahkah kepada pasar dan meminimalisir 

adanya intervensi pemerintah atau campur tangan otoritas negara di dalamnya. 

Perdagangan bebas berfokus pada pembebasan kegiatan perdagangan dari 

pembatasan atau hambatan agar setiap aktor yang terlibat akan mampu 

memperoleh keuntungan sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia untuk 

meningkatkan kesejahteraan negara. Ahli ekonomi politik internasional, Adam 

Smith, memandang bahwa perdagangan bebas sebagai alasan kemakmuran suatu 

kultur melalui kebijakan pertukaran barang internasional yang tidak terbatas 

(Samuelson, 1973). Perdagangan bebas dilihat dari indikator tidak adanya 

hambatan tarif dan non-tarif dengan dilandasi etika dan moral untuk menciptakan 

perdagangan yang adil. Adapun kendala terkait standardisasi perdagangan masuk 

ke dalam kategori hambatan non-tarif (Rugman & Hodgetts, 2002; Economic 

Concepts, 2015). 

Hambatan yang tidak boleh muncul atau diberikan kepada negara dalam 

perdagangan didasari dengan paradigma bahwa perdagangan merupakan aktivitas 

vital bagi perekonomian global yang tidak dapat dihalang-halangi oleh apapun 

dan siapapun sehingga merugikan pelaku ekonomi atau negara. Hal ini bukan 

hanya menyangkut national interest atau kepentingan negara tetapi juga adanya 

self-interest atau kepentingan individu maupun kelompok yang mampu 

mengendalikan jalannya kegiatan tersebut dengan bertujuan memaksimalkan 
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keuntungan (Schlefer, 2012). Terlebih lagi ketika mekanisme pasar sudah 

diserahkan sepenuhnya dengan intervensi negara yang seminimal mungkin dalam 

perdagangan bebas atau disebut oleh Adam Smith sebagai invisible hand atau 

tangan-tangan tak terlihat, maka mekanisme pasar diharapkan menjadi efisien 

mendorong kemakmuran secara maksimum (Samuelson, 1973). Hal ini tidak 

dapat dibenarkan sepenuhnya karena pasar pada praktiknya tidak selalu bekerja 

dengan baik karena ketidakmampuan untuk mengakomodasi semua kegiatan 

ekonomi, eksternalitas, termasuk mengatur proses yang terjadi didalamnya (Putra, 

2020).  

Kemudian terciptalah kondisi kegagalan pasar yang pada akhirnya 

menuntut Pemerintah mampu memelihara titik equilibirium perekonomian 

terutama mendesain suatu strategi dengan menjalin kesepakatan kerja sama 

dengan negara-negara lain. Adapun MoU dalam bidang kerja sama akreditasi 

halal antara ESMA dan KAN tahun 2018 merupakan bentuk campur tangan 

pemerintah dalam strategi pasar yang akan meningkatkan surplus pada ekspor 

negara. Logika berfikir teori perdagangan internasional ini adalah ekspor yang 

seharusnya lebih besar dari pada impor, yang mana impor dilakukan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan domestik yang tidak bisa diberdayakan sendiri di dalam 

negeri atau produksi nasional yang kurang mencukupi permintaan.  

Intervensi Pemerintah meskipun ditekankan harus seminimum mungkin 

dalam kegiatan perdagangan bebas, namun campur tangan tersebut mengontrol 

terbentuknya keadilan antara barang domestik dan barang impor terutama 

memperluas akses dan potensi komoditas-komoditas tertentu ke target pasar yang 

dituju. Maka, teori ini kemudian memunculkan paradigma baru ke suatu teori 

perdagangan bebas yaitu, negara bebas untuk meningkatkan keuntungannya 

terutama ekspansi pasar secara bebas dengan tidak boleh menemui hambatan yang 

diberikan negara lain atau mendapatkan perilaku diskriminasi dengan produk 

dalam negeri. Terlebih lagi ketika antarnegara memutuskan untuk menjalin suatu 

kerja sama perdagangan, maka orientasinya adalah positive sum game atau 

keuntungan untuk semua pihak. Teori ini kemudian digunakan dalam skripsi ini 

untuk melihat ekspor dan impor Indonesia setelah diimplementasikannya MoU di 

bidang kerja sama akreditasi halal.  
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2.1.3.1 Standardisasi Perdagangan 

 

Kebutuhan dalam penetapan standar internasional meningkat seiring 

dengan globalisasi perdagangan sehingga standar perdagangan harus bersifat 

relevan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik domestik maupun 

internasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan para 

pelaku usaha, kebutuhan regulasi, dan pengembangan iptek serta mencegah 

hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan (BSN Indonesia, 2009).  

Adanya standar perdagangan jelas bukan untuk membatasi kegiatan jual-

beli transnasional tetapi untuk mempermudah dan memperlancar transaksi 

antarnegara. Oleh karena standar perdagangan harus mempertimbangkan 

penggunaannya oleh dunia usaha atau pihak pengguna lainnya jika diadopsi suatu 

negara. Sementara standardisasi perdagangan adalah ketentuan yang disusun 

untuk penggunaan umum dan berulang berdasarkan masalah aktualitas atau yang 

berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak dipatuhi dengan tujuan mencapai 

keteraturan yang optimal dalam konteks tertentu. International Organization for 

Standardization (ISO) menyebutkan adanya 10 tujuan standardisasi dan 7 prinsip 

yang mengikutinya. Berikut ini 10 tujuan standardisasi (BSN Indonesia, 2009); 

1) Untuk mencegah timbulnya kegagalan proses, produk atau jasa karena 

ketidaktepatan penggunan atau persyaratan mutu yang tidak dipenuhi 

dengan mengidentifikasi indikator ideal (Fitness for Purpose).  

2) Untuk mensubtitusi dan memenuhi persyaratan agar memuat kesesuaian 

suatu proses, produk atau jasa yang dapat digunakan 

(Interchangeability). 

3) Untuk mengendalikan jumlah variasi dalam minimum ukuran, kelas, 

komposisi, tingkatan, dan cara kerja untuk memenuhi kebutuhan tertentu 

yang berkaitan dengan biaya produksi (Variety Reduction).  

4) Untuk memperoleh kompatibilitas pada produk atau jasa sehingga dapat 

dikenali oleh pelbagai piranti atau subsistem, dan membuka peluang 

untuk ekspansi fitur dan pertukaran informasi antar pelbagai sistem 

sebagai dukungan perusahaan (Compatibility). 
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5) Untuk mencapai ekonomi menyeluruh secara maksimum dengan 

meningkatkan pemanfaatan sumber daya seperti material, modal dan 

optimasi pemberdayaan manusia.  

6) Untuk memperlancar komunikasi antara produsen dan konsumen dengan 

memspesifikasi subjek yang ada, menetapkan pelbagai lambang, dan 

memberikan kepercayaan pada produk telah masuk dalam standar. 

Sehingga kesimpangsiuran akibat perbedaan bahasa dapat dikurangi. 

7) Untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi 

pemakainya.  

8) Untuk melestarikan lingkungan dengan menetapkan aturan, regulasi, dan 

peraturan yang berfokus pada perlindungan alam dari kerusakan yang 

mungkin ditimbulkan.  

9) Untuk menjamin kepentingan konsumen, seperti masalah keawetan, 

kehandalan, kesehatan, atau ketahanan produk, yang dipersyaratkan dan 

mencantumkan informasi pada label sebagai hasil pengujian suatu 

laboratorium yang telah diakreditasi. 

10) Untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara 

tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk negara 

lain misalnya dengan menetapkan bea masuk atau menetapkan standar 

secara sepihak.  

 

Sedangkan 7 prinsip dalam standardisasi sebagai berikut; 

1. Sebagai penyederhanaan oleh suatu masyarakat tertentu untuk mencegah 

timbulnya keanekaragaman produk yang tidak menghasilkan suatu 

manfaat baru atau jasa tertentu yang lebih bermutu. 

2. Suatu kegiatan sosial, politis dan ekonomis yang dibawa oleh pelbagai 

pemangku kepentingan secara konsensus. 

3. Standar akan bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi masyarakat 

secara menyeluruh, tetapi ada kemungkinan bahwa penerapannya 

merupakan suatu “kerugian” bagi pihak tertentu. 

4. Kompromi antara pelbagai alternatif yang ada, dan mencakup ketetapan 

terbaik serta penerapan yang bijaksana selama kurun waktu tertentu. 
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5. Standar perlu ditinjau ulang dalam periode tertentu dan direvisi atau bila 

perlu dinyatakan tidak berlaku lagi agar standar yang berlaku selalu 

sesuai dengan perkembangan di masyarakat. 

6. Jika karakteristik produk di spesifikasi dalam standardisasi, maka harus 

didesain pula metode pengujiannya.  

7. Jika suatu standar harus ditetapkan secara wajib, maka hal ini harus 

didukung oleh regulasi teknis pihak berwajib dan memenuhi peraturan-

perundangan yang berlaku.  

 

Penetapan penerapan secara wajib perlu dipertimbangkan jenis standar, 

tingkat perkembangan industri dan sarana pendukung lainnya seperti lembaga 

penilaian kesesuaian, lembaga penguji dan lembaga kalibrasi. Maka, standardisasi 

perdagangan dapat berguna untuk mencegah adanya hambatan perdagangan non-

tarif melalui harmonisasi persyaratan standar yang sama atau setara, dan 

membatasi standar yang berbeda sehingga memungkinkan terciptanya kompetisi 

sehat dalam pasar (Badan Standardisasi Nasional Indonesia, 2009). Adapun 

konsep standardisasi perdagangan ini untuk mendeskripsikan penyeragaman 

kesepahaman akreditasi halal sebagai standardisasi perdagangan Indonesia dan 

UEA setelah MoU tahun 2018. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah gambaran yang jelas mengenai proses 

implikasi tindakan suatu penelitian dari perumusan masalah hingga pengambilan 

kesimpulan. Maka diawali dari masalah yang dialami Indonesia dengan beberapa 

produk ekspornya yang diblokade UEA akibat tidak memenuhi persyaratan 

akreditasi halalnya sebagai standardisasi perdagangan. Kemudian, Pemerintah 

Indonesia melakukan negoisasi sebagai pendekatan dengan UEA dalam rangka 

merundingkan solusi untuk menghilangkan hambatan perdagangan tersebut. 

Hasilnya adalah sebuah MoU dalam bidang kerja sama halal yang disepakati 

tahun 2018 di antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang berwenang dari 

pihak Indonesia, dan Emirates Authority for Standardization and Metrology 
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(ESMA) yang berwenang dari pihak UEA. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian 

yang ingin dijawab dalam skripsi ini, yaitu terkait implementasi MoU Kerja Sama 

Akreditasi Halal tahun 2018 dengan menggunakan instrumen analisis berupa teori 

implementasi, konsep kerja sama internasional, dan teori perdagangan bebas.  

Pertama, teori implementasi digunakan untuk mendeksripsikan dan 

menganalisis pelaksaan MoU sesuai pasal-pasal yang disepakati. Kedua, konsep 

kerja sama internasional digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan perdagangan 

Indonesia-UEA dalam kerja sama akreditasi halal. Ketiga, teori perdagangan 

bebas digunakan untuk menganalisis hasil perdagangan bilateral antara Indonesia 

dan UEA termasuk hambatan-hambatan perdagangan yang timbul selama 

implementasi MoU tahun 2018. Adapun ketiga poin ini sekaligus merupakan 

instrumen untuk mencapai tujuan penelitian dalam rangka mendeskripsikan dan 

menganalisis “Implementasi MoU for Cooperation in Halal Accreditation 

between ESMA and KAN dalam Hubungan Perdagangan Indonesia dengan 

UEA tahun 2018”. Kerangka pemikiran ini disketsakan dalam bagan berikut; 
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BAB III 

ME 
 

 

 

 
Sumber: Diolah peneliti, 2022. 

  

Kesepakatan bahwa ESMA mengakui sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi 

yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan persyaratan standar UEA. KAN selanjutnya akan 

melakukan akreditasi kepada lembaga sertifikasi halal untuk produk yang diekspor ke UEA 

dan melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi tersebut untuk menjamin integritas 

sertifikat halal yang diterbitkan. 

Memorandum of Understanding (MoU) di antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) 

Indonesia dan Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) Uni Emirat 

Arab dalam bidang kerja sama akreditasi halal pada tahun 2018. 

Perdagangan Indonesia dengan UEA didominasi dengan penurunan 

ekspor, neraca perdagangan yang defisit, dan %tase pertumbuhan negara 

yang minus pada periode 2013-2017 akibat blokade yang dilakukan UEA 

terhadap produk ekspor tertentu asal Indonesia 

Konsep Kerja Sama 

Internasional 

Teori Perdagangan 

Internasional 

Teori Implementasi 

Implementasi 6 (enam) mekanisme atau program kerja sama sebagai inti dari 12 poin 

kesepakatan dalam Pasal 2, MoU for Cooperation in Halal Accreditation Between ESMA 

and KAN, dan perkembangan perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab dalam 

kerja sama akreditasi halal terhadap satu sama lain. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penggunaan teknik 

deskriptif analisis karena metode kualitatif memberikan wawasan informasi yang 

mendalam tentang sikap, keyakinan, motif, atau perilaku orang. Metode kualitatif 

mengeksplorasi perspektif dan makna pengalaman, mencari wawasan dan 

mengidentifikasi struktur sosial atau proses yang menjelaskan makna perilaku 

orang. Poin yang paling penting bahwa penelitian kualitatif bergantung pada 

interaksi yang luas dengan orang yang dipelajari, dan sering memungkinkan 

peneliti untuk mengungkap informasi tidak terduga, yang mana tidak mungkin 

ada dalam metode kuantitatif. Penekanan dari pandangan tersebut membuat 

metode kualitatif lebih popular dibandingkan metode kuantitatif (Pope & Mays, 

1996; Pope & Mays, 2002). 

Williams (1998) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif menggunakan 

aspek-aspek kecenderungan, situasional deskriptif, dan analisis isi mendalam 

mulai dari usulan penelitian, proses, hipotesis, analisis data, sampai dengan 

kesimpulan (Musianto, 2002). Metodologi penelitian kualitatif didefinisikan oleh 

Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan atau perilaku yang 

dapat diamati (Sugiyono, 2012). Lexy J. Moleong menyatakan bahwa metode 

kualitatif sebagai penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek 

dengan menghadapkan objek atas objek yang tidak terpisahkan, timbal balik, dan 

tumpang tindih penelitian (Moleong, 2014).  
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Pendekatan kualitatif dikatakan ‘to solve the problem by penetrating the 

problem’, yang berarti “untuk memecahkan masalah dengan cepat memahami 

masalah” (Musianto, 2002). Sementara, pendekatan kualitatif deskriptif adalah 

menyajikan data yang dijabarkan sebagai fakta-fakta mengenai fenomena tertentu 

dengan gambaran, dan mengeksplorasi lebih mendalam terkait informasi yang 

diteliti untuk menetapkan hipotesis penelitian. Teknik deskriptif ini dalam 

penyampaiannya juga menggunakan paparan statistik untuk memberikan 

gambaran yang dapat membantu pembaca memahami jenis variabel dan 

keterkaitannya (Raco, 2010).  

Kemudian, peneliti akan melakukan interpretasi tentang makna data dalam 

analisis yang mana objektivitas argumen peneliti akan sangat menentukan 

keabsahan penelitian. Peneliti berperan penting dalam memberikan pendapat yang 

didukung oleh teori dan konsep serta kelengkapan data sebagai inti sari dalam 

penelitian kualitatif (Moleong, 2014). Maka peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif ini untuk mendapatkan penjabaran yang jelas dari 

hasil kajian dokumen dan studi kepustakaan tentang hubungan perdagangan 

antara Indonesia dan UEA pada periode tahun 2018 dan tahun-tahun setelahnya. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

 

 

Penelitian ini membuat batasan ruang lingkup penelitian agar tidak keluar 

dari pembahasan yang seharusnya dengan mementukan fokus penelitian pada 

skripsi ini. Fokus penelitian ini mengacu pada metode kualitatif adalah penelitian 

itu sendiri. Nawawi (2005) menyebutkan bahwa fokus penelitian berfungsi 

menyusun indikator yang relevan untuk pengumpulan data, yaitu membedakan 

indikator penting dan tidak penting, serta untuk memproduksi data serta 

menjawab rumusan masalah itu sendiri. Namun indikator yang tidak penting 

bukan berarti memiliki artian yang sebenarnya tetapi mendukung indikator 

penting sebagai acuan utama sehingga tetap dimasukkan ke dalam suatu penelitian 

sesuai kebutuhan penelitian (Nurhafizhah, 2019).  
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Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah dalam skrispi ini, maka 

fokus penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian di antaranya; 

1. Implementasi 6 (enam) mekanisme kerja sama sebagai inti dari 12 poin 

kesepakatan dalam MoU kerja sama akreditasi halal antara KAN dan 

ESMA tahun 2018, meliputi:  

a) pematuhan klausul UAE.S 2055-3 oleh Indonesia melalui KAN;  

b) pelaksanaan sosialiasasi pelatihan oleh ESMA mengenai UAE.S 

2055-2 di Indonesia melalui KAN; 

c) pelaksanaan akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) di 

Indonesia sesuai prinsip UAE.S 2055-2 dan penilaian kesesuaian 

dari ISO 17000 yang relevan; 

d)  pematuhan pada seluruh persyaratan layanan dalam jaringan 

ESMA dan pemberian laporan penuh oleh KAN atas semua 

pelaksanaan akreditasi LSH di Indonesia kepada ESMA; 

e) penilaian mandiri, pengawasan, dan evaluasi terkait pemenuhan 

persyaratan halal oleh ESMA terhadap KAN; dan  

f) pengakuan ESMA terhadap sertifikat halal produk ekspor 

Indonesia yang tersertifikasi lembaga sertifikasi yang terakreditasi 

oleh KAN. 

2. Perkembangan hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA melalui 

perbandingan data antara sebelum (2013-2017) dan pasca kesepakatan 

MoU pada periode waktu di atas tahun 2018. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

 

Jenis data adalah bentuk dari data yang digunakan berupa kata-kata dan 

atau angka, sementara sumber data yaitu tentang dari mana data diperoleh untuk 

keperluan penelitian. Sumber data ada dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber 

data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti tanpa 

perantara, sementara sumber data sekunder berarti peneliti mendapatkan data yang 

sudah diolah sebelumnya. Sedangkan menurut Loftland, penelitian kualitatif 
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menggunakan sumber data utama dalam bentuk kata-kata atau tindakan (Moleong, 

2014).  

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder 

merujuk pada dokumen perjanjian tertulis Memorandum Saling Pengertian dalam 

Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) 

dan Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) yang 

ditandatangani pada tahun 2018, dan data perdagangan; ekspor-impor, neraca 

perdagangan, persentase pasar untuk produk ekspor, pertumbuhan negara, hingga 

kebijakan perdagangan  yang diperoleh dari website resmi Pemerintah Indonesia 

dan Pemerintah Uni Emirat Arab, serta sumber pemerintah lainnya dari kedua 

negara tersebut. Sementara data angka mengacu pada World Integrated Trade 

System (WITS), World Bank, Badan Pusat Statistik Indonesia, Kementerian 

Perdagangan RI, dan lainnya. Data pendukung lainnya seperti artikel maupun 

berita dikolektifkan dari sumber berita yang terpercaya di internet seperti CNN 

Indonesia, CNBC Indonesia dan lainnya. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

 

James McMillan dan Sally Sumacher (2001) dalam bukunya yang berjudul 

Research in Education; A Conceptual Introduction, menyebutkan ada empat 

teknik pengumpulan data dalam kualitatif, meliputi obervasi partisipatif, 

wawancara mendalam, studi dokumen, dan teknik pelengkap. Namun tidak semua 

teknik tersebut digunakan dalam skripsi ini melainkan hanya satu yang paling 

relevan mengingat data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sudah tersedia dan 

dipublikasikan secara online. Sementara teknik pengumpulan data observasi 

partisipatif dan wawancara menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan 

dalam menggali data dan informasi. Sedangkan, skrispi ini memakai data 

sekunder yang sudah diolah dari pihak lain sehingga penelitian ini menggunakan 

studi dokumen (McMillan & Sumacher, 2001). Studi dokumen merupakan 

metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-
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dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek 

(McMillan & Sumacher, 2001).  

Keputusan penggunaan teknik dokumen ini mengacu pada pandangan 

Sugiyono (2012) bahwa teknik-teknik pengumpulan data berupa studi dokumen 

atau kepustakaan dilakukan secara terarah dan mendalam.  Bungin (2007) juga 

menyebutkan bahwa tingkat kredibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit 

banyaknya ditentukan oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang tersedia. 

Hal ini karena banyak sekali data-data yang disimpan dalam bentuk dokumen 

yang membuat proses penggalian data bisa diverifikasi dengan sumber-sumber 

lainnya (Bungin, 2007). Maka, data-data yang mendukung pemikiran dan 

pernyataan peneliti secara keseluruhan mengandalkan informasi resmi tertulis 

yang dirujuk dari masing-masing sumber resmi negara baik dari Pemerintah 

Indonesia, maupun Pemerintah UEA termasuk organisasi internasional yang 

mengolah data di tingkat dunia sehingga bersinggungan dengan kedua negara 

tersebut. Data-data tersebut diintergrasikan untuk sehingga menghasilkan temuan 

baru dan sekaligus sebagai upaya verifikasi data atau informasi yang sama tetapi 

berbeda sumber dalam rangka memperkuat keakuratan data yang dipakai.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang paling 

membedakan dengan metode penelitian kuantitatif karena bukan bersifat teknis 

seperti dalam metode kuantitatif, tetapi lebih ke arah proses yang dinamis, intuitif, 

dan kreatif dari penalaran, pemikiran, dan teori induktif. Berbeda dengan 

penelitian kuantitatif, yang menggunakan metode statistik, penelitian kualitatif 

berfokus pada eksplorasi nilai, makna, keyakinan, pemikiran, pengalaman, dan 

perasaan yang khas dari fenomena yang diselidiki (Basit, 2003; Tashakkori & 

Teddlie, 2003). Proses analisis data kualitatif sebagian besar melibatkan 

pengkodean atau pengkategorian data dengan memahami sejumlah besar data. 

Kemudian dilakukannya pengurangan volume informasi mentah yang diikuti 
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pengidentifikasian pola, penggambaran makna dari data hingga membangun 

rantai bukti yang logis (Patton, 2002).  

Analisis data dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses 

mencari dan menyusun secara sistematis transkrip wawancara, catatan observasi, 

atau bahan non tekstual lainnya yang peneliti kumpulkan untuk menambah 

pemahaman tentang fenomena tersebut (Wong 2008). Bogdan & Biklen, (1990) 

dan Moleong (2014) sepakat bahwa teknis analisis data adalah tentang 

menemukan poin yang penting, hal yang harus dipelajari, hingga mampu 

memutuskan persoalan yang dapat diceritakan kepada orang lain sebagai suatu 

hasil dan kesimpulan. Data kualitatif mengacu pada informasi non numerik seperti 

transkrip wawancara, catatan, rekaman video dan audio, gambar dan dokumen 

teks dengan lima kategori teknik analisis data kualitatif sebagai berikut 

(Dudovsky, 2022); 

1.  Analisis Isi: Mengacu pada proses mengkategorikan data verbal atau 

perilaku untuk mengklasifikasikan, meringkas dan tabulasi data; 

2.  Analisis Naratif: Merumuskan kembali cerita yang disajikan oleh 

responden dengan mempertimbangkan konteks setiap kasus dan 

pengalaman yang berbeda. Maka dengan kata lain, analisis naratif adalah 

revisi data kualitatif primer oleh peneliti; 

3.  Analisis Wacana: Menganalisis pembicaraan yang terjadi secara alami 

dan semua jenis teks tertulis; 

4.  Analisis Kerangka Kerja: Melewati beberapa tahap seperti 

familiarization, mengidentifikasi kerangka tematik, coding, charting, 

pemetaan dan interpretasi. 

5.  Analisis Teori Grounded: Menganalisis kasus tunggal untuk merumuskan 

teori. Kemudian, kasus tambahan diperiksa untuk melihat apakah mereka 

berkontribusi pada teori. 

 

Berdasarkan penjelasan terkait 5 (lima) teknik analisis data dalam 

kualitatif, maka peneliti menggunakan teknik analisis isi. Hasil pengumpulan data 

nantinya akan dikategorikan berdasarkan beberapa sub-bab pembahasan yang 

telah ditentukan untuk mendukung analisis peneliti terhadap keseluruhan proses 
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penelitian hingga mencapai suatu kesimpulan valid dan berdasar. Selain itu, 

analisis isi juga dipilih mengingat substansi skripsi ini melibatkan banyak data 

angka sehingga dibuat dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah 

intrepretasi peneliti atas data tersebut. Maka dengan kata lain, teknik analisis isi 

dalam kualitatif berfokus pada data-data yang digunakan dalam penelitian untuk 

menghasilkan temuan baru dan merumuskan kesimpulan yang menjawab 

pertanyaan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

Indonesia menemui kendala hambatan non tarif berupa standardisasi halal 

dalam hubungan perdagangannya dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang mana 

berdampak pada penurunan ekspor dan diikuti peningkatan impor dari UEA 

selama periode 2013-2017. Sedangkan UEA merupakan pasar potensial non-

tradisional untuk Indonesia karena besarnya jumlah ekspor Indonesia ke UEA 

yang lebih besar sampai dengan 10 (sepuluh) kali lipat dibandingkan hubungan 

sebaliknya. Akibatnya, Indonesia terancam akan kehilangan salah satu pasar 

penting di kawasan Timur Tengah. Maka, ditekennya Memorandum of 

Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation between Emirates 

Authority for Standardization and Metrology (ESMA) and Komite Akreditasi 

Nasional (KAN) atau Memorandum Saling Pengertian (MSP) di Bidang Kerja 

sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN tahun 2018 ini bertujuan untuk 

mengurangi hambatan teknis perdagangan, dan sekaligus untuk memfasilitasi 

perdagangan bilateral Indonesia dan UEA.  

Hal utama yang disepakati mengenai kerja sama akreditasi lembaga 

sertifikasi halal termuat pada pasal 2 (dua) dalam MoU dengan total 12 (dua 

belas) lingkup kerja sama yang harus dipatuhi oleh KAN dan ESMA. Kemudian, 

diperinci ke dalam 6 (enam) mekanisme kerja sama untuk memetakan 

implementasi MoU dalam bidang kerja sama akreditasi halal tahun 2018 yang 

mana telah diimplementasikan oleh KAN dan ESMA;  

 

1. KAN telah melaksanakan tugasnya sebagai badan akreditasi halal untuk 

memberikan akreditasi berdasar pada SNI kepada Lembaga Penilaian 
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Kesesuaian (LPK) yaitu Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi, 

dan Lembaga Sertifikasi, merujuk pada pematuhan klausul UAE.S 2055-

3;  

2. ESMA sudah menyosialisasikan pelatihan, peraturan dan prosedur sesuai 

UAE.S 2055-2 kepada perusahaan-perusahaan bersertifikat halal di 

Indonesia melalui KAN, seperti dalam acara “ASSALAM 2021”;  

3. KAN telah memberikan sertifikat akreditasi kepada LPPOM MUI selaku 

Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) yang telah diakui ESMA merujuk pada 

prinsip UAE.S 2055-2 dan penilaian kesesuaian dari ISO 17000 yang 

relevan; dan  

4. KAN selalu melaporkan pelaksanaan kegiatan, proses serta status 

akreditasi LSH utama yakni LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, 

Obat-Obatan, dan Komestika-MUI), BPOM (Badan Pengawas Obat dan 

Makanan), BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dan 

LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) kepada ESMA. 

5. ESMA sudah melakukan penilaian mandiri melalui audit, monitoring 

periodik, dan evaluasi untuk memastikan pemenuhan persyaratan Halal 

berdasarkan standar oleh KAN. Salah satunya melalui momentum audit 

yang dilakukan MUI; dan  

6. ESMA telah menerima sertifikat halal produk ekspor Indonesia yang 

disertifikasi oleh LSH terakreditasi KAN, termasuk sertifikat halal yang 

dikeluarkan oleh LPPOM MUI yang diakui oleh ESMA sesuai sertifikat 

SNI ISO/IEC 17065:2012 berdasarkan UAE.S 2055-2.  

 

Pengakuan ESMA terhadap MUI dan LPPOM MUI, BPOM, dan BPJPH 

selaku LSH di Indonesia sekaligus menandakan bahwa KAN telah mematuhi 

seluruh ketentuan teknis dalam rangka mendapatkan akreditasi halal dari ESMA 

mengacu pada Gulf Cooperation Council (GCC) Standardization Organization 

(GSO05/FDS/2055-1: 2014) Halal Products – Part One: General Requirements 

for Halal Food, dan UAE.S Gulf Cooperation Council (GCC) Standardization 

Organization GSO 1694:2015 General Principles of Food Hygiene. Namun 

seluruh kesepakatan tersebut yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh KAN 
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dan ESMA terhadap satu sama lain nyatanya tidak berkontribusi relatif optimal 

terhadap nilai perdagangan Indonesia dengan UEA dengan nilai ekspor yang lebih 

kecil dibandingkan dengan impor dan neraca perdagangan kedua negara yang 

defisit pada 2018-2021. Hal ini karena terdapat beberapa aspek yang 

kemungkinan membuat proses implementasi MoU di bidang akreditasi halal 

antara KAN dan ESMA ini tidak berjalan sepenuhnya. 

Aspek tersebut yaitu 1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman 

perusahaan baik UKM dan IKM di Indonesia tentang proses dan persyaratan halal 

terlebih lagi dokumen KAN U, KAN K, dan KAN PD yang dibagi lagi ke dalam 

beberapa kode angka meliputi KAN U. 01–08, KAN K.01-10, KAN Pd; 01.01-

01.05, 02.01-02.08, dan 03.01-03.02 memungkinkan hanya sebagian informasi 

yang diserap oleh pelaku industri sehingga berpotensi menimbulkan 

miskomunikasi dan membangun anggapan bahwa birokrasi terkait akreditasi halal 

sangat memakan waktu dan membutuhkan banyak persyaratan yang harus 

dipenuhi, 2) belum adanya kampanye digital terkait sosialisasi kewajiban produk 

bersertifikat halal padahal digitalisasi disadari oleh Kementerian Agama RI 

sebagai isu penting terutama dalam layanan sertifikasi halal guna solusi untuk 

menjangkau seluruh pelaku usaha terkena kewajiban halal, 3) minimnya 

pemberian sertifikasi halal kepada pelaku usaha ini karena disebabkan adanya 

biaya yang menjadi kendala terutama bagi sebagian besar UKM dan IKM, dan 4) 

adanya ketidakpahaman tentang pengertian Correction Action and Preventive 

Acction (CAPA) dalam hasil audit yang dapat menjadi masalah bagi LPPOM 

MUI sebagai LSH. 

Sementara berdasarkan teori implementasi yang mengukur keberhasilan 

aplikasi suatu kerja sama dengan terlaksana atau tidak terlaksananya poin-poin 

kesepakatan. Maka, MoU di bidang kerja sama akreditasi halal antara KAN dan 

ESMA ini dapat dikatakan sudah mampu mengatasi persoalan ketidaksepahaman 

standar halal terutama terkait akreditasi LSH di Indonesia yang telah mendapatkan 

pengakuan ESMA. Meskipun terdapat juga kendala dalam pelaksanaan MoU yang 

memungkinkan tidak maksimalnya hasil dari implementasi MoU antara KAN dan 

ESMA ini, terutama dalam memperlancar kegiatan perdagangan keduanya. Oleh 

karena itu, disimpulkan bahwa implementasi Memorandum of Understanding 
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(MoU) for Cooperation in Halal Accreditation between ESMA and KAN tahun 

2018 telah diimplementasikan oleh KAN dan ESMA, dan mencapai tujuan 

dengan hasil yang ditunjukkan pada peningkatan nilai ekspor produk pangan 

Indonesia ke UEA pada tahun 2019. 

 

5.2  Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas terkait “Implementasi 

Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation 

between Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) and 

Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam hubungan perdagangan Indonesia 

dengan UEA Tahun 2018”, maka terdapat beberapa saran dari peneliti sebagai 

berikut; 

 

1. KAN sebaiknya dalam mengimplementasikan MoU di bidang kerja sama 

akreditasi halal dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari program 

pemberian status sertifikat akreditasi halal kepada LSH oleh KAN, 

sehingga pengusaha-pengusaha ekspor domestik bisa lebih mudah 

mendapatkan pasarnya di UEA melalui pemudahan proses administrasi 

dan birokrasi untuk pendaftaran LSH termasuk mendapatkan sertifikasi 

halal dari 4 (empat) LSH Indonesia yaitu MUI beserta LPPOM-MUI, 

BPOM, BPJPH, dan LPH. Salah satu upaya yang seyogyanya dapat 

dipertimbangkan adalah KAN mengelola, mempublikasikan, dan 

menyebarluaskan informasi tentang sertifikasi halal sesuai standar UEA 

yang tercetak dalam dokumentasi mutu termutakhir di kepada para pelaku 

usaha dan umum di laman resmi KAN.  

 

2. Pemerintah Indonesia melalui KAN disamping dari fokus pemenuhan 

kriteria standardisasi halal UEA.S 2055-2 yang dikelola oleh ESMA 

sebaiknya dapat melakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai 

komoditas ekspor potensial lainnya yang dibutuhkan pasar UEA selain 
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dari produk-produk Indonesia yang sudah dan pernah terkendala ke UEA. 

Saran ini sekaligus sebagai tindak lajut dari Comprehensive Economic 

Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan UEA yang juga 

ditunjang dari hasil pelaksanaan MoU di bidang kerja sama akreditasi halal 

antara KAN dan ESMA, 

 

3. Pemerintah Indonesia seyogyanya dapat mengoptimalkan dukungan dan 

dorongan dalam mempromosikan produk-produk ekspor Indonesia ke 

kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah terutama UEA melalui 

pemanfaatan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang berlokasi 

di Dubai. Sebagaimana halnya fungsi ITPC untuk meningkatkan promosi 

keberagaman produk hasil dalam negeri dan ekspor Indonesia ke pasar 

UEA dan Timur Tengah. 

 

Peneliti dalam skrispsi ini juga memberikan rekomendasi kepada para peneliti 

selanjutnya yang tertarik dan akan melakukan penelitian dengan topik yang sama 

untuk memberikan analisis lebih terperinci, menampilkan data dan referensi yang 

lebih memumpuni serta berasal dari sumber kredibel mencakup buku, jurnal 

penelitian, skripsi, dan dokumen resmi pemerintah. Saran ini bertujuan untuk 

pengembangan penelitian terkait hubungan perdagangan Indonesia dan UEA. 
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